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Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana dan Kampung KB Berkah Bersama Kelurahan Air Dingin Kecamatan 
Bukit Raya.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa Peran Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan 
Pencapaian Program Metode Kontrasepsi Pada Kampung Keluarga Berencana 
Kota Pekanbaru, seperti apa usaha yang dilakukan agar dapat meningkatkan 
peserta KB aktif di Kelurahan Air Dingin, dan apa saja kendala dalam mengajak 
masyarakat untuk ikut ber KB. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil 
penelitian dapat diketahui bahwa Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Pencapaian Program Metode 
Kontrasepsi Pada Kampung Keluarga Berencana Kota Pekanbaru telah berhasil, 
yang pada awalnya peserta KB aktif hanya mencapai 59% pada tahun 2018 telah 
meningkat sebesar 61% pada tahun 2019. Peneliti juga melihat adanya kendala 
pada usaha yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana dan Kampung KB Berkah Bersama yaitu pola pikir masyarakat yang 
masih beranggapan bahwasanya alat kontrasepsi itu berbahaya. 
Kata Kunci : Peran, Meningkatkan Pencapaian Program, Keluarga 
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1.1 Latar Belakang 
Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara dapat mempengaruhi 
perkembangan bangsa. Ini tergantung bagaimana kualitas penduduknya. Apabila 
laju pertumbuhan penduduk tinggi, maka dituntut kualitas hidup atau 
kemakmuran semakin tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan 
jumlah penduduk terbesar di dunia. Menurut Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) 
(2018), jumlah penduduk Indonesia hingga akhir tahun 2018 adalah sekitar 266,79 
juta jiwa dan menempati urutan ke empat negara dengan jumlah penduduk 
terbanyak di dunia. Bagi negara Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang 
tinggi ini merupakan suatu beban atau suatu refusi.  
Bagi negara Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi 
berpengaruh pada pembangunan. Karena jumlah penduduk Indonesia saat ini 
cukup banyak untuk suatu negara berkembang tetapi kualitas hidup atau 
kemakmurannya masih rendah dilihat berdasarkan GDP (Gross Domestic 
product) atau biasa disebut PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita yang relative 
rendah. Kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia yang rendah 
merupakan penghambat pembangunan. 
Dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk maka akan semakin 
meningkat pula kebutuhan hidup tetapi kualitas lingkungan semakin menurun. Hal 
tersebut tidak seimbangnya persediaan sumber-sumber ataupun produk dan jasa 
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yang ada dengan kebutuhan. Sehingga mengakibatkan kesejahteraan hidup tidak 
tercapai. 
Dengan adanya permasalahan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat 
yang terjadi di negara Indonesia, pada tahun 1960 Pemerintah Indonesia 
mengambil suatu kebijakan mengenai kependudukan melalui program Keluarga 
Berencana (KB). Keluarga Berencana bertujuan untuk membantu keluarga kecil 
bahagia dengan cara mengatur kelahiran anak, menjaga jarak dan usia ideal 
melahirkan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai kebutuhan untuk 
mewujudkan keluarga yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
pemerintah perlu mengintervensi dalam mengatur kelahiran, tetapi tidak 
mengurangi hak seseorang sesuai dengan tujuan Program KB secara umum 
membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga 
dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan 
sejahtera yang dapat  memenuhi kebutuhan hidupnya (UU No. 52 Tahun 2009).  
Pada tahun 1970  didirikan Badan Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN) Melalui Keputusan Presiden  (Kepres) Nomor 8 tahun 1970 
sebagai sebuah  lembaga Non Departemen yang mempunyai tanggung jawab pada 
bidang pengendalian penduduk di Indonesia. Atas dasar itulah proyek besar di 
bidang pengendalian laju pertumbuhan penduduk  berskala nasional yang sampai 
saat ini masih berjalan, yang disebut Program Keluarga Berencana Nasional 
dicanangkan. Lembaga resmi pelaksana tekhnis programnya bernama BKKBN 
yang pelaksana kegiatannya terstruktur secara herarkis ada mulai dari tingkat 
pusat hingga tingkat kecamatan dan desa. Organisasi Perangkat Daerah bidang 
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Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten/kota adalah dinas 
kabupaten dan kota yang melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana di kabupaten/kota. Organisasi Perangkat Daerah bidang 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada di Kota Pekanbaru 
yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Salah satu terobosan terbaru dari Lembaga Pemerintahan Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu pada tahun 
2016 membuat program strategis yang menekan laju pertumbuhan penduduk dan 
mengentaskan kemiskinan yaitu “Program Kampung Keluarga Berencana” yang 
merupakan nawacita presiden. BKKBN merupakan lembaga yang berstatus 
sebagai lembaga pemerintahan non kementerian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di 
bidang kesehatan.  
Kampung Keluarga Berencana (KB), kedepannya akan menjadi ikon 
program kependudukan, Keluarga Berencana (KB) dan Kependudukan Keluarga 
Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara 
melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka 
mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Prinsipnya Program KKBPK 
mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan 
fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia 
dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. 
Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, 
aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas 
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penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan 
kesejahteraan keluarganya. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 
dapat ditelusur melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari 
pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. 
Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi : (1) fungsi keagamaan, 
(2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi 
reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) 
fungsi pembinaan lingkungan.  
Pelaksanaan Program KB (Keluarga Berencana) juga tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan 
Kependudukan  dan Pembangunan  Keluarga, Keluarga  Berencana, dan Sistem  
Informasi  Keluarga. Perkembangan  kependudukan  dan  pembangunan keluarga  
adalah  upaya  terencana  untuk  mewujudkan penduduk  tumbuh  seimbang  dan  
mengembangkan kualitas penduduk  pada  seluruh  dimensi  penduduk. 
Pembangunan  keluarga  adalah  upaya  mewujudkan keluarga  berkualitas  yang  
hidup  dalam  lingkungan  yang sehat. 
Program Kampung KB tersebut terus dikembangkan di setiap wilayah  di 
Indonesia termasuk wilayah Kabupaten/kota Pekanbaru Provinsi Riau. Di Kota 
Pekanbaru ini telah banyak tersebar Kampung KB disetiap kelurahan yang ada di 
Kota Pekanbaru ini. Kota Pekanbaru memiliki 12 kecamatan, dan Kampung KB 
itu sendiri tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, yang berarti 
Kota Pekanbaru memiliki 12 Kampung KB. Yang mana salah satunya ada di 
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Kecamatan Bukit Raya. Dan yang akan menjadi fokus peneliti yaitu pada 
Kampung KB Berkah Bersama Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya. 
Didalam Kampung KB itu sendiri ada berbagai macam program, salah satunya 
program metode kontrasepsi. Metode Kontrasepsi adalah alat kontrasepsi yang 
digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan 
kesuburan, metode ini ada yang berjenis Metode Kontrasepsi Sederhana yaitu Pil, 
Suntik ada juga Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu alat 
kontrasepsi yang dapat digunakan dalam jangka waktu lama, yang meliputi IUD 
(Intra Uterine Device), Implant (susuk KB) dan kontap (Kontrasepsi 
mantap). Pemakaian MKJP memiliki banyak keuntungan, baik dilihat dari segi 
program, maupun dari segi klien (pemakai). Disamping mempercepat penurunan 
TFR, pengguna kontrasepsi MKJP juga lebih efisien karena dapat dipakai dalam 
waktu yang lama serta lebih aman dan efektif.  
Metode kontrasepsi ini termasuk ke dalam salah satu program pemerintah 
yaitu program Keluarga Berencana (KB) yang dijalankan oleh lembaga 
pemerintahan yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN), yang mana lembaga ini memiliki perwakilan disetiap provinsinya. Dan 
juga memiliki perwakilan disetiap kota/kabupatennya. Salah satunya ada di kota 
Pekanbaru yaitu bernama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 
Yang mana tujuan dari program ini adalah untuk menekan lajunya pertumbuhan 
penduduk dan mengurangi angka kelahiran. Namun program ini belum maksimal 
dalam pencapaian nya. Dimana tingkat kelahiran di Kota Pekanbaru ini sangat 
tinggi. Data kelahiran bisa kita lihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.1  Data Kelahiran di Kota Pekanbaru tahun 2017-2018 
NO KECAMATAN 
BAYI YANG LAHIR 
2017 2018 
1 TAMPAN 4.379 4.548 
2 PAYUNG SEKAKI 2.245 2.261 
3 BUKIT RAYA 1.574 1.828 
4 MARPOYAN DAMAI 3.098 3.091 
5 TENAYAN RAYA 2.940 2.792 
6 LIMAPULUH 915 941 
7 SAIL 532 539 
8 PEKANBARU KOTA 623 635 
9 SUKAJADI 1.108 1.173 
10 SENAPELAN 850 861 
11 RUMBAI 1.638 1.715 
12 RUMBAI PESISIR 1.660 1.621 
 JUMLAH 21.562 22.005 
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2020 
Dari data kelahiran diatas dapat kita lihat bahwa angka kelahiran di Kota 
Pekanbaru setiap tahunnya meningkat secara signifikan. Di tahun 2017 jumlah 
kelahiran di Kota Pekanbaru berjumlah 21.562, dan pada tahun 2018 terjadi 
peningkatan dengan jumlah 22.005 bayi yang lahir per satu tahunnya.  





















































1 RW 01 540 33 3 0 21 11 139 108 19 52 79 75 
2 RW 02 538 34 2 0 25 8 92 186 16 78 23 74 
3 RW 03 537 24 1 0 16 14 165 92 23 66 60 76 
4 RW 04 588 26 6 0 18 0 103 248 13 50 56 68 
5 RW 05 536 23 0 2 16 9 139 163 19 60 55 50 
6 RW 06 471 16 3 0 14 8 103 94 18 85 70 60 
7 RW 07 533 18 0 2 19 7 63 120 25 152 72 55 
8 RW 08 459 16 0 0 12 0 71 129 19 71 56 85 
9 RW 09 521 17 2 0 13 11 123 129 19 67 76 64 
10 RW 10 459 18 3 0 26 14 136 83 6 41 79 53 
11 RW 11 472 19 3 0 8 24 107 134 17 60 50 50 
12 RW 12 463 28 6 0 18 9 117 146 8 39 23 69 
13 RW 13 506 24 5 3 19 15 126 116 16 68 55 59 
JUMLAH 6.623 296 33 7 225 131 1.485 1.750 216 890 754 837 
Sumber : Data Kampung KB Berkah Bersama Tahun 2020 
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Tabel diatas merupakan data peserta KB aktif yang ada di Kelurahan Air 
Dingin yang memiliki 13 RW pada tahun 2018. PUS (Pasangan Usia Subur) pada 
tahun 2018 berjumlah 6.623 dan jumlah CU (Akseptor KB Aktif) yaitu 3.926. 
Data tersebut menjelaskan bahwa peserta KB aktif di Kelurahan Air Dingin masih 
rendah yaitu hanya mencapai 59%.  
Mengingat tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru dengan 
jumlah rasio kelamin yang tidak seimbang, maka perlu dirintis usaha-usaha untuk 
pengendalian pertumbuhan penduduk terutama melalui pengendalian kelahiran.. 
Upaya pengendalian dilaksanakan melalui program KB (Keluarga Berencana). 
Sebagaimana yang telah diketahui KB bertujan untuk mengatur kelahiran dan 
meningkatkan kesejahteraan ibu, serta upaya penurunan tingkat kematian ibu dan 
anak, meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan dan 
gizimasyarakat agar terwujudnya keluarga kecil berkualitas. 
Namun berdasarkan data pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa di Kampung 
KB Berkah Bersama Kelurahan Air Dingin dan Kecamatan Bukit Raya Kota 
Pekanbaru memiliki data Peserta KB Aktif masih rendah maka penulis 
memfokuskan penelitian pada Kampung KB Berkah Bersama Kelurahan Air 
Dingin Kecamatan Bukit Raya maka  metode kontrasepsi ini masih harus 
ditingkatkan lagi . Maka dengan melihat hasil presentase peserta aktif KB yang 
menurun dari tahun ketahunnya maka penulis mengangkat judul “PERAN 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
(DISDALDUKKB) DALAM MENINGKATKAN PENCAPAIAN 
PROGRAM METODE KONTRASEPSI PADA KAMPUNG KELUARGA 
BERENCANA (KB) DI KOTA PEKANBARU”. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Dasar rumusan penelitian ini adalah tentang metode kontrasepsi jangka 
panjang yang belum tercapai di Kampung KB Kota Pekanbaru. Maka dari itu, 
beberapa rumusan masalah yang lebih khusus sesuai dengan masalah diatas 
adalah sebagai berikut: 
Bagaimanakah peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana dalam Meningkatkan Pencapaian Metode Kontrasepsi di Kampung KB 
Berkah Bersama Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, adapun tujuan yang diinginkan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Untuk mengetahui Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana dalam Meningkatkan Pencapaian Program Metode Kontrasepsi 
tersebut 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dan sebagai syarat 
untuk melengkapi syarat guna mendapat gelar sarjana.  
2. Memberikan informasi tentang pentingnya menggunakan alat kontrasepsi 
jangka panjang agar dapat memperlambat laju pertumbuhan penduduk dan 
membantu agar kehidupan masyarakat lebih sejahtera. 
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3. Memberikan masukan dan referensi untuk penelitian-penelitian 
selanjutnya yang mengkaji masalah Kampung KB khususnya pada 

























Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang 
berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Peran adalah 
tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, 
dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang 
memiliki kedudukan di masyarakat. 
Peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan 
aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.  
Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan 
manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi 
tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. 
Menurut Riyadi (2002) pengertian peran merupakan sebuah orientasi atau 
konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam oposisi sosial di 
kehidupan masyarakat. Hal tersebut di dasari pada invidu dan juga alasan untuk 
melangsungkan tindakan yang diinginkan  
Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 
tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga 
mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan 
hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan 
tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. 
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2.2  Pengendalian Penduduk 
Pengendalian penduduk merupakan suatu usaha mempengaruhi 
pertumbuhan penduduk ke arah suatu angka pertumbuhan penduduk yang 
diinginkan. Lazimnya usaha ini dilakukan melalui suatu kebijaksanaan pemerintah 
dibidang kependudukan. Di Indonesia, pengendalian penduduk dilakukan melalui 
pelaksanaan program Keluarga Berencana, yang ditujukan untuk mencapai suatu 
tingkat kelahiran tertentu dimasa yang akan datang.  
 
2.3 Program Keluarga Berencana (KB) 
Keluarga Berencana atau lebih akrab disebut KB adalah program skala 
nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan 
penduduk di suatu negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi 
menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta 
spiritual setiap penduduknya. Apalagi, keluarga berencana juga diatur dalam UU 
N0 52 tahun 2009, yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Wujud dari program Keluarga 
Berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda serta mencegah 
kehamilan. Berikut jenis alat kontrasepsi yang paling sering digunakan: 
1. Kondom 
2. Pil KB 
3. IUD (Alat Kontrasepsi dalam Rahim) 
4. Suntik 
5. KB implan/susuk (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit) 
6. Vasektomi (MOP) diperuntukkan untuk pria (KB permanen) 
7.  tubektomi (MOW) diperuntukkan untuk wanita (KB permanen) 
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2.4 Penyuluhan  
Dalam bahasa Indonesia, istilah penyuluahan berasal dari kata “suluh” 
yang berarti pemberi terang ditengah kegelapan. Secara umum, penyuluhan 
diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat 
tentang segala sesuatu yang belum diketahui (dengan jelas). Namun, penerangan 
yang dilakukan harus terus menerus dilakukan sampai segala sesuatu yang 
diterangkan benar-benar dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh masyarakat. 
 
2.5 Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) 
2.5.1 Pengertian Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) 
Penyuluh Keluarga Berencana (KB) merupakan ujung tombak pengelola 
Keluarga Berencana (KB) di lini lapangan. Undang-Undang Republik Indonesia 
No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga dan Peraturan Presiden No. 62 tahun 2010 tentang Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa BKKBN 
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengendalian 
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, agar amanat tersebutt dapat 
terimplementasikan perlu ditetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan penyelanggaraan keluarga 
berencana. Dan di setiap kabupaten dan kota memiliki masing-masing perwakilan 
dinas dari BKKBN itu sendiri, salah satunya di Kota Pekanbaru yaitu Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK KB).      
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016 
tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas 
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Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, diketahui 
bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB 
(Keluarga Berencana).  Selain itu Penyuluh Keluarga Berencana merupakan salah 
satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai 
oleh suatu daerah. Penyuluh Keluarga Berencana bersentuhan langsung dengan 
masyarakat dalam memberikan berbagai penyuluhan program keluarga berencana. 
Dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan formasi jabatan 
fungsional penyuluh keluarga berencana tiap Kabupaten dan Kota harus 
mempertimbangkan dari berbagai aspek, beban kerja, aspek demografi yaitu 
jumlah kepala keluarga, aspek teritori jumlah desa/kelurahan dan aspek geografis 
yaitu luas wilayah. Bila dilihat dari Tupoksi jabatanya, para penyuluh keluarga 
berencana adalah juru penerang ataupun juru pilihan pada keluarga dan 
masyarakat luas menuju perubahan mentalitet dari tidak mendukung menjadi 
mendukung program Kampung Berencana, dari dulu yang tidak peduli menjadi 
peduli, dari yang dulu tidak mau berpartisipasi menjadi berperan serta dan 
sebagainya. 
2.5.2 Peran Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) 
Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) tentunya memiliki beberapa peran 
dalam program kerjanya hal ini perlu dilakukan agar target program Keluarga 
Berencana setiap tahunnya tercapai, menurut Dwi Listyawardani (2017)  peran 
Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) dapat diurai sebagai berikut : 
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1. Melakukan pendekatan tokoh (formal dan informal) 
2. Pengelola pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Berencana (bersama 
dengan PPKDB,Sub-PPKBD serta Paguyuban) 
3. Melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan sector terkait 
4. Pergerak partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Kampung 
Keluarga Berencana di desa/kelurahan 
5. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan program 
Kampung Keluarga Berencana di desa/kelurahan 
6. Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak 
dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di 
desa/kelurahan 
7. Pengendalian operasional Kampung Keluarga Berencana 
8. Monitoring dan Evaluasi Kampun Keluarga Berencana 
2.5.3 Tugas Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) 
Selain peran yang harus dilaksanakan oleh Penyuluhan Keluarga 
Berencana (PKB), Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) juga memiliki tugas 
pokok yang harus dilaksanakan pada sistem kerjanya, antara lain : 
1. Perencanaan Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) dalam bidang 
perencanaan bertugas meliputi penguasaan potensi wilayah kerja sejak 
pengumpulan data, analisa penentuan masalah prioritas, penyusunan 
rencana kerja dan memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan tingkat RT, 
RW dan Desa/Kelurahan. 
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2. Pengorganisasian Tugas Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) dibidang 
pengorganisasian meliputi memperluas pengetahuan dan wawasan 
program, rekruitmen kader, mengembangkan kemampuan dan 
memerankan kader/IMP dan mitra kerja lainnya dalam program KB 
Nasional. Bila di wilayah kerjanya tidak ada kader, Penyuluhan Keluarga 
Berencana (PKB) diharapkan dapat membentuk kader, memberikan 
pelatihan/orientasi untuk meningkatkan pengetahuna dan ketrampilan 
kader, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada 
kader untuk berperan sampai dengan pengembangan kemitraan dan 
jaringan kerja dengan berbagai instansi yang ada. 
3. Pelaksana dan Pengelola Program Tugas Penyuluhan Keluarga Berencana 
(PKB) sebagai pelaksana dan pengelola melakukan berbagai kegiatan 
mulai penyiapan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yaitu Pembantu 
Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan mitra kerja lainnya 
dalam melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP dan mitra lainnya 
penyiapan dukungan untuk terselenggaranya program KB Nasional di 
desa/kelurahan serta Advokasi, KIE/Konseling maupun pemberian 
pelayanan program KB (KB-KR) dan program KS-PK. 
4. Pengembangan Tugas Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) 
melaksanakan pengembangan kemampuan teknis IMP dan mitra lainnya 
dalam penyelenggaraan program KB Nasional di desa/kelurahan 
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5. Evaluasi dan Pelaporan Tugas Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) 
dalam evaluasi dan pelaporan progam KB Nasional sesuai dengan sistem 
pelaporan yang telah ditentukan secara berkala. 
2.5.4 Fungsi Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) 
Selain itu ada juga fungsi dari Penyuluhan Keluarga Berencana 
(PKB)  mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, 
melaporkan dan mengevaluasi program KB Nasional dan program pembangunan 
lainnya di tingkat Desa/Kelurahan. 
 
2.6 Kampung Keluarga Berencana (KB) 
Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah satuan wilayah setingkat RW, 
dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan 
proram kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga serta 
sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.  
Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau yang 
setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program 
pembangunan antara program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan 
Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya 
meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. 
 
2.7 Pandangan Islam  
 Pandangan Islam dalam Pemakaian Alat Kontrasepsi 
Kontrasepsi adalah suatu cara atau alat untuk mencegah kehamilan. 
Dengan menggunakan kontrasepsi, orang bisa memperkirakan dan merencanakan 
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kehamilannya. Kehamilan terjadi saat sperma bertemu dengan sel telur dan terjadi 
pembuahan. macam alat kontrasepsi yang diprogramkan itu sebagian besar 
sasaran pemakaiannya adalah wanita, yaitu pil, suntikan, susuk KB, AKDR dan 
kadang-kadang tubektomi. Sejak dini beberapa ulama terkemuka telah 
mengemukakan pendapatnya secara umum tentang batasan alat-alat kontrasepsi 
yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, antaralain: Syaed Abi Bakr dalam 
kitab I’anatut Talibin memberi patokan secara umum tentang penggunaan 
berbagai alat atau cara kontrasepsi yang dibenarkan dan yang tidak dapat 
dibenarkan yaitu: 
بْرويحرم استعمل مايقطع الًحمل مه أصله لما صرح به كثيرون وهوظ  
Artinya : Diharamkan menggunakan suatu alat yang dapat memutuskan 
kehamilan dari sumbernya. Hal ini telah disarih oleh kebanyakan 
ulama. 
  أمامايبطئ الحمل مدة وال يقطّعه مه أصله قاليحرم
Artinya :  Adapun suatu (alat) yang dapat menahan kehamilan untuk suatu masa 
tertentu, tanpa memutus kehamilan dari sumbernya, hal itu tidaklah 
dilarang 
Dari dua pandangan di atas bila kita kompromikan maka dapat ditarik 
kesimpulan, penggunaan alat kontrasepsi apapun, asal tidak menyebabkan 
terhentinya kehamilan secara abadi dari sumber pokoknya (saluran/pembuluh 
testis bagi pria, dan pembuluh ovorium bagi waninta) hal tersebut tidak dilarang. 
Maka usaha pencegahan kehamilan yang tidak dibenarkan dalam Islam adalah 
melakukan kebiri. Dalam medis, cara ini disebut dengan vasektomi pada pria atau 
tubektomi pada wanita dan pengguguran kandungan yang popular dengan istilah 
abortus. Abortus dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat Islam baik 
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dikala janin sudah bernyawa atau belum kecuali memiliki alasan yang kuat seperti 
membahayakan nyawa si Ibu. 
Dapat juga kita lihat dari qur’an surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi 
                      
          
Artinya:  Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar. 
 
 
2.8 Penelitian Terdahulu 
Skripsi mahasiswi jurusan Ilmu Administrasi Publik di Lampung. 
Penelitian ini masalahnya ada pada pertumbuhan penduduk di Kabupaten 
Pringsewu, Lampung. Yang mana pertumbuhan penduduk selalu mengalami 
kenaikan tinggi yang disebabkan oleh total angka kelahiran yang selalu 
meningkat. Dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana 
pelaksanaan Program KB Dinamis/TKBK (Tim KB Keliling) di Kabupaten 
Pringsewu.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini 
adalah bahwa pelaksaan program KB Dinamis/TKBK (Tim KB Keliling) sudah 
berjalan dengan cukup efektif walaupun masih ditemukan sedikit kendala serta 
masalah dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan Van Meter dan 
Van Horn,maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan Program KB Dinamis/TKBK 
di Kabupaten Pringsewu sudah berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan, 
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walaupun masih ada beberapa indikator yang belum sesuai dengan keadaan di 
lapangan. 
Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu, kalau penelitian saya lebih 
difokuskan pada bagaimana DISDALDUKKB dalam meningkatkan program 
metode kontrasepsi pada kampung KB di Kota Pekanbaru. Dengan tujuan untuk 
mengurangi angka kelahiran yang meningkat setiap tahunnya di Kota Pekanbaru.   
Skripsi mahasiswa jurusan Magister Ilmu Administrasi di Semarang. 
Masalah pada penelitian ini ada pada masih rendahnya tingkat pencapaian 
kesertaan KB baru pria. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti 
implementasi kebijakannya sekaligus mengetahui dan menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan program keluarga berencana dalam 
meningkatkan kesertaan KB pria. Dengan pendekatan fenomenologis, 
menggunakan metode kualitatif, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi 
kebijakan belum sesuai harapan. Hasil dari penelitian ini yaitu  dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, diantaranya, kemampuan melakukan komunikasi (konseling) KB 
bagi petugas yang masih rendah, kualitas sumber daya yang rendah, yang 
berimbas pada rendahnya disposisi implementator, serta struktur organisasi di 
kecamatan yang belum selesai dipastikan bentuknya.  Kenyataan lain 
menunjukkan bahwa disamping empat dimensi tersebut, dimensi konteks 
kebijakan juga mempengaruhi implementasi, yang diantaranya adalah; pengaruh 
tokoh agama, kultur masyarakat dimana perempuan bersifat mengalah dan 
menerima, serta kurangnya media penyuluhan bagi bapak-bapak. 
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Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu, penelitian saya fokusnya pada 
peningkatan pencapaian program metode kontrasepsi pada kampung KB di Kota 
Pekanbaru. Yang mana tujuannya untuk mengetahui seperti apa kegiatan 
DISDALDUKKB dalam meningkatkan pencapaian program metode kontrasepsi 
pada kampung KB dan juga untuk mengurangi angka kelahiran di Kota 
Pekanbaru. 
 
2.9 Definisi Konsep  
Definisi Konsep 
1. Peran adalah Tingkah laku seseorang dalam aspek dinamis dari kedudukan 
atau status. 
2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah Lembaga 
pemerintah nonkementerian yang tugasnya melaksanakan dibidang 
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana 
3. Meningkatkan adalah upaya dinas untuk memajukan sebuah kegiatan 
Pengendalian Penduduk 
4. Kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. 
Macam-macam alat kontrasepsi yaitu IUD atau biasa dikenal dengan alat 
kotrasepsi spiral, MOW yang diperuntukkan bagi perempuan, MOP yang 
diperuntukkan bagi laki-laki serta alat kontrasepsi Kondom. 
5. Program Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga 







2.10 Konsep Operasional 
Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan 
bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat 
diketahui indikator-indikator apa saja yang menjadi pendukung untuk analisa di 
variabel tersebut. 
Tabel 2.1 Konsep Operasional 








pada Kampung KB  
Pengelolaan 
Program KB 











b. Kesejahteraan  
Menggalang 
Kemitraan  
a. Kerjasama  
b. Pengembangan  
Sumber : Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di Lini Lapangan 
 
2.11  Kerangka Pemikiran 
Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai alur berfikir 
yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka berfikir ini berisi ruang lingkup 
mengenai Peran BKKBN Dalam Meningkatkan Pencapaian Program Metode 
Kotrasepsi Pada Kampung KB. Dasar dari pemikiran ini yaitu Buku Pedoman 






























          Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  
PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA (DISDALDUKKB) DALAM MENINGKATKAN 
PENCAPAIAN PROGRAM METODE KONTRASEPSI PADA 
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) 
PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUNG KB 
Dr. DWI LISTYAWARDANI, Ir., M.Sc 
1. PENGELOLAAN PROGRAM METODE KONTRASEPSI KB 
2. PENGGERAK PARTISIPASI MASYARAKAT 
3. PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN MASYARAKAT 
4. MENGGALANG KEMITRAAN 
TERCAPAINYA PROGRAM METODE KONTRASEPSI 
PADA KAMPUNG KB DI KOTA PEKANBARU DAN 
DAPAT MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN 





3.1 Jenis Penelitian 
Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan penelitian 
Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif yang bertujuan 
menginterpretasikan suatu keadaan, peristiwa, obyek atau segala sesuatu terkait 
variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan angka-angka maupun kata-kata. 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dan menjelaskan Peran Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan 
Pencapaian Program Metode Kontrasepsi di Kampung Keluarga Berencana (KB) 
Di Kota Pekanbaru. 
 
3.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan penulis di Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kota Pekanbaru  dan Kampung KB Berkah Bersama yang 
berada di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sebagai tempat berlangsungnya 
objek penelitian. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dan Kampung 
KB Berkah Bersama yang berada di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru 
karena masih banyaknya masyarakat Pekanbaru yang belum memahami 






3.3 Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data dalam penilitian ini adalah : 
1. Data Primer 
Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 
informan penelitian melalui wawancara (Interview), dan observasi, serta 
dokumentasi. Berupa indentitas responden dan hasil tanggapan responden 
tentang Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kota Pekanabaru Dalam Meningkatkan Pencapaian Program Metode 
Kontrasepsi. 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari referensi semua 
buku yang menjadi landasan teori dan pembahasan dalam penelitian ini. 
Tentang permasalahan penelitian dapat diperoleh melalui jurnal, berita, 
buku, dan laporan lainnya yang berkenaan dengan proses pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan dan Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pencapaian Program 
Metode Kontrasepsi. 
 
3.4 Informan Penelitian 
Informan penelitian dalam penelitian ini dapat berupa pernyataan, 
keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami informasi 
tentang Peran Dinas PendendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Kota 
Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pencapaian Program Metode Kontrasepsi di 
Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kota Pekanbaru, penulis tentukan dengan 
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metode Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah salah satu teknik 
samplingnon random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel 
dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian 
sehingga diharapkan dapat menjawab permasalah penelitian. Diharapkan kriteria 
sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan 
mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti. 
Adapun kriteria informan yang akan dituju adalah sebagai berikut : Kepala Dinas, 
Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, 
Penyuluhan dan Penggerak, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Masyarakat 
Tabel 3.1 Informan Penelitian 
No Informan  Jumlah 
1 Kepala Dinas 1 
2 Kepala Bidang Keluarga Berencana 1 
3 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 1 
4 Penyuluh dan Penggerak 1 
5 Petugas Lapangan Keluarga Berencana 1 
6 Masyarakat 5 
 Jumlah 9 
 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 
ini adalah : 
1. Observasi 
Dalam kaitan penilitian ini penulis melakukan pengamatan secara 
langsung dilapangan mengenai Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pencapaian 
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Program Metode Kontrasepsi di Kampung Keluarga Berencana (KB) Di 
Kota Pekanbaru. 
2. Wawancara 
Teknik ini dipilih karena ada kalanya data yang dibutuhkan belum 
begitu sempurna terjaring dengan teknik Observasi. Dalam penelitian ini, 
penulis melakukan wawancara kepada pihak Kepala Dinas, Kepala Bidang 
Keluarga Berencana, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan 
dan Penggerakkan, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, dan 
Masyarakat. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui 
dokumen-dokumen yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi 
karangan/tulisan, buku, undang-undang, foto, dan lain sebagainya. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Untuk mengetahui Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pencapaian Program Metode 
Kontrasepsi di Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kota Pekanbaru, maka 
data yang diperoleh diklasifikasikan menurut jenisnya, 3 teknik analisa data 
tersebut yaitu: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data 
kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, menabung yang tidak perlu dan 
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mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 
diambil. 
2. Penyajian Data 
Penyajian Data merupakan salah satu dari teknik analisis data 
kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 
disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 
kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk 
catatan lapangan), Matriks, Grafik, Jaringan dan Bagan. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisa 
data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat 





GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 
Pekanbaru 
 Deskripsi umum tentang Dinas Pengedalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan daerah yang tertuang dalam 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016, yang membahas tentang 
Tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) dari dinas tersebut. 
4.1.1 Gambaran Umum 
   Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016 
tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, diketahui 
bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB 
(Keluarga Berencana). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kota Pekanbaru di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas 
diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 
undangan, secretariat Dinas dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertanggung 
jawab kepada Sekretaris Dinas.Seksi di pimpin oleh kepala seksi yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional 
akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.  
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   Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Pekanbaru terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, membawahi sub 
bagian umum, sub bagian keuangan. Bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan 
dan penggerakan, membawahi: seksi Advokasi dan penggerakan, seksi 
penyuluhan dan pendayagunaan PLKB KB (Keluarga Berencana) dan KB 
(Keluarga Berencana), seksi Pengendalian penduduk dan informasi Keluarga. 
Bidang KB (Keluarga Berencana) membawahi seksi Distribusi Alokon, Seksi 
jaminan Pelayanan KB (Keluarga Berencana), Seksi pembinaan Kesertaan KB 
(Keluarga Berencana). Bidang ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 
membawahi: Seksi Pemberdayaan keluarga sejahtera, seksi buna ketahanan 
keluarga balita, anak dan lansia, seksi Bina Ketahanan Remaja,unit pelaksana 
teknis (UPT), dan kelompok jabatan fungsional. 
4.1.2 Kedudukan 
1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana.   
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru 
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.   
3. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang – undangan.   
4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
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5. Bidang dipimpin oleh KepalaBidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.   
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab 
kepada Sekretaris Dinas.   
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala 
Bidang.  
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota. 
4.1.3 Susunan Organisasi 
1. Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Pekanbaru terdiri dari :   
a. Kepala Dinas 
b. Sekretaris, membawahi :  
1) Sub Bagian Umum 
2) Sub Bagian Keuangan  
c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, 
membawahi :  
1) Seksi Advokasi dan Penggerakan.   
2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB.   
3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.   
d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :   
1) Seksi Distribusi Alokon 
2) Seksi Jaminan Pelayanan KB.  
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3) Seksi Pembinaan Kesertaan KB.   
e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi: 
1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 
2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia. 
3) Seksi Bina Ketahanan Remaja.  
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)  
g. Kelompok Jabatan Fungsional.  
     Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini.  
4.1.4 Tugas dan Fungsi  
1. Kepala Dinas  
a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana dan tugas pembantuan lainnya.  
b. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :   
1) Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana serta inovasi pelayanan administrasi.   
2) Pengelolaan keuangan dinas 
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3) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi di lingkungan Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 
4) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung 
jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
5) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta 
pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi di bidang 
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.   
6) Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.   
7) Pelaksanaan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.   
8) Pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.   
9) Penyusunan program dan anggaran dinas.   
10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.   
2. Sekretariat   
a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan 
dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.   
b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas  menyelenggarakan fungsi: 
1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. 
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2) Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 
pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.   
3) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 
pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta 
penyusunan program.   
4) Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 
dinas, upacara serta keprotokolan.   
5) Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan 
evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.   
6) Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, 
ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan 
dinas serta perlengkapan gedung kantor.   
7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.   
c. Sekretariat terdiri dari :   
1) Sub Bagian Umum   
2) Sub Bagian Keuangan   
d. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris 
1) Sub Bagian Umum, mempunyai rincian tugas merencanakan, 
menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub 
Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan 
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perundangundangan.  Sub Bagian Umum dalam melaksanakan 
tugas, menyelenggarakan fungsi :   
a) Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, 
rumah tangga serta kearsipan.   
b) Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan 
perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan 
informasi Sub Bagian Umum.   
c) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi 
terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan 
masyarakat.   
d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu 
pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.   
e) Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga 
dinas.   
f) pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, 
penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan 
pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.   
g) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan 
kebutuhan sarana dan prasarana.   
h) Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.   
i) Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik 
Daerah (BMD).   
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j) Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, 
ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin 
pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.   
k) Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, 
latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji 
berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan 
registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN 
di lingkungan dinas. pelaksanaan tugas-tugas lain yang 
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.   
2) Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas 
merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian 
Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi:  
a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan 
keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.   
b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja 
serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan 
kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), 
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik 
program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi 
kinerja.   
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c) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan 
pelaporan.   
d) Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan 
petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan 
program.   
e) Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan 
masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan 
lainnya.   
f) Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan 
pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.   
g) Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang 
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.   
h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya.   
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 
a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 
mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
melaksanakan sub urusan pengendalian penduduk, penyuluhan dan 
penggerakan  
b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam 
melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: 
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1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian 
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan 
penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga rencana.   
2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian 
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan 
penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana.   
3) Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem 
informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   
4) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah 
daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.   
5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian 
penduduk di kabupaten/kota.   
6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 
kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota di bidang pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana.   
7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).   
8) Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian 
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan 
penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana.   
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9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian 
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan 
penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana.   
10) pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.   
11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.   
c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri 
dari:   
1) Seksi Advokasi dan Penggerakan.   
2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB.   
3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga   
4. Bidang Keluarga Berencana   
a. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu sebagian 
tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan keluarga 
berencana.   
b. Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas, 
menyelenggarakan fungsi :   
1) Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.   
2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga 
Berencana.   
3) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria 
di Bidang Keluarga Berencana.   
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4) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan 
pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten/kota. 
5) Pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota.   
6) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di kabupaten/kota.   
7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga 
Berencana.   
8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga 
Berencana.   
9) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.   
10) Pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.   
11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.   
5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga   
a. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas 
membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub 
urusan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 
b. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan 
tugas, menyelenggarakan fungsi :   
1) Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga.   
2) Pelaksanaan NSPK di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga.   
3) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita.   
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4) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga 
Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR).   
5)  Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga 
lansia dan rentan.   
6) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan 
keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.   
7) Pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga.   
8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga.   
9) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.   
10) Pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan. 
11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
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4.3 Kampung KB Berkah Bersama Kelurahan Air Dingin Kecamatan 
Bukit Raya Kota Pekanbaru 
 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar peaksanaan Program 
Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah 
Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja, akan tetapi juga 
masalah Pengendalian Penduduk. BKKBN diberi mandat untuk dapat turut 
mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) terutama 
Nawacita 3 (tiga), 5 (lima), dan 8 (delapan). Salah satu dari tiga agenda prioritas 
ini adalah Nawacita ketiga yaitu membangun masyarakat dari wilayah pinggiran 
dengan program Pembentukan Kampung KB pada tingkatan wilayah 
pemerintahan yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat 
yaitu RW/dusun, yang pencanagannya untuk tingkat Nasional telah dilaksanakan 
pada bulah Februari tahun 2016 oleh Presiden RI (Ir. Joko Widodo). Selanjutnya 
melalui Kampung KB ini diharapkan akan mampu memunculkan berbagai inovasi 
strategis yang dapat dijadikan sebagai sebuah icon untuk dapat 
mengimplementasikan berbagai program prioritasdilapangan terutama yang 
terkait dengan program KKBPK dan program lintas sektoral lainnya secara utuh 
dan terpadu khususnya di wilayah RW. 11 Kelurahan Air dingin Kecamatan 
Bukitraya. 
4.3.1 Gambaran Umum 
A. Batas Wilayah 
Sebelah Utara   : Kel. Simpang Tiga  




Sebelah Timur  : Desa Tanah Merah  
Sebelah Barat   : Kel. Maharatu 
B. Demografi dan Keluarga Berencana 
Berdasarkan hasil  evaluasi Data basis dari sumber pendata IMP 
"Sub PPKBD dengan di dukung data pemangku wilayah RW dan RT 
sekelurahaan Air Dingin dan merupakan sasaran cakupan wilayah 
kampung KB Berkah Bersama . Tercatat sebanyak : 13 RW dan 68 RT dan 
tercatatat jumlah KK : 8.565 KK  dengan jumlah jiwa : 40.686 jiwa laki-
laki : 13648 jiwa perempuan : 1738 jiwa Penduduk mayoritas di nominasi 
WUS(wanita usia subur) dan penduduknya mayoritas bekerja ai usaha 
mikro kecil dan menengah untuk program KKBPK pencapaian jumlah, 
PUS : 7717 LU :4.674 . 61% pemakaian alkon masih dinominasi Alkon 
sederhana. 
C. Potensi dan Sumber Daya 
Dalam rangka pelaksaan kegiatan program pembangunan di 
wilayah kampung KB khususnya, maka terkait dengan potensi atau sumber 
daya baik yang menyangkut sumber daya alam maupun sumber daya 
manusia tentunya sangat berpengaruh terhadap kelancaran program 
pembangunan. Adapun potensi serta faktor-faktor yang kami maksud 
disini adalah : 
a. Faktor Pendukung 
Untuk mendukung lancarnya kegiatan program KKBPK dan 




factor pendukung dari lintas sektor pemerintah dan non pemerintah di 
wilayah kampung KB Berkah Bersama ini sangat termotifasi dengan 
adanya dukungan dari berbagai pihak 
1) Adanya IMP PPKBD dan Sub PPKB 
2) Adanya data baris wilayah kampung KB 
3) Adanya penyuluh KKBPK 
4) Adanya Bidan Desa 
5) Adanya poktan (BKB, BKR, BKL,UPPKS, dan PIK/R) 
6) Kelompok Tani (Berkah Lestari) 
7) Bank Sampah (Berkah Berlian) 
8) Rumah Jamur Berkah Sehat 
9) Kampung hijau 
10) Adanya dukungan Toga dan Toma 
11) Adanya dukungan OPD terkait 
12) Adanya Sekolah (SMA, SMP/MTs, SD dan TK/PAUD) 
13) Adanya Posbindu 
14) Adanya Posyandu 
15) Kader, dll 
16) Adanya UKK Berkah Bersama 
17) Adanya kader program KKBPK dan kader kesehatan 
b. Faktor Penghambat 
1) Penduduk yang heterogen 
2) Tingkat pengetahuan kader masih belum maksimal 




4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan program 
KKBPK 
c. Peluang 
1) Undang-undang No 52 Tentang Perkembangan Kependudukan 
2) Keluarga Berencana dan  Pembangunan Keluarga 
3) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) terutama 
Nawacita ke-3 yaitu membangun masyarakat dari wilayah 
pinggiran 
4) Surat Edaran Gubernur Riau Nomer 180/1153/KUM/2014 
5) Perbub Lotim tentang dukungan ADD untuk penggerakan MKJP 
6) SK Tentang Tim KB-KES MKJP Kecamatan dan Desa 
7) SK Camat sebagai Kelurahan Siaga 
8) Sikap dan sifat gotong royong yang masih tertanam kuat 
9) Pelayanan KB gratis menuju MKJP khususnya di wilayah 
Kampung KB. 
d. Tantangan 
1) Pemahaman para tokoh yang ada tentang KKBPK masih rendah 
sehinggaseringkali menjadi faktor penghambat dalam 
pelaksanaan program 
2) Pro kontra tentang MKJP terutama IUD dan Kontap yang masih 
ada dikalangan para tokoh agama 
3) Ego sektoral dari beberapa dinas yang masih tnggi 
4) Masih ada sebahagian masyarakat yang beranggapan bahwa 
Kampung KB dianggap milik BKKBN saja sehingga agak 




D. Visi dan Misi 
a. Visi 
Adapun visi dari kampung KB Berkah Bersama adalah 
terwujudnya keluarga-keluarga yang berkualitas dalam mempersiapkan 




Adapun makna yang terkandung dalam Visi ini adalah 
1) Keluarga, dalam arti unit terkecil dalam masyarakat 
2) Berkualitas, dalam arti bahwa dalam mempersiapkan kehidupan 
berkeluarga secara utuh dan terencana yang meliputi aspek/fungsi 
keluarga: 
a) Fungsi agama 
b) Fungsi sosial budaya 
c) Fungsi cinta dan kasih sayang 
d) Fungsi perlindungan 
e) Fungsi reproduksi 
f) Fungsi sosialisasi dan pendidikan 
g) Fungsi ekonomi 
h) Fungsi lingkungan 
b.  Misi 
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka 




1) Membentuk kepengurusan Kampung KB yang dikukuhkan  dengan 
keputusan 
2) Menyiapkan sasaran pembinaan yang terdiri dari : Para keluarga 
yang mempunyai anak Balita, Remaja, dan Lansia serta PIK 
Remaja dan Kelompok Kegiatan lainnya 
3) Menyiapkan Metode dan Materi Pembinaan serta Penyuluhan 
kepada sasaran 
4) Melaksanakan pembinaan sesuai dengan metode dan materi yang 
sudah dipersiapkan, antara lain : 
a) Melaksanakan penyuluhan, penerangan dan motivasi 
b) Melaksanakan Pertemuan- Pertemuan 
c) Melaksanakan Pelatihan-Pelatihan (life skill) 
d) Melaksanakan Pendidikan, kursus kepada keluarga sasaran dll 
5) Menyelenggarakan kegiatan administrantif dan dokumentasi 
6) Melaksanakan kegiatan fasilitas terbhadap program kegiatan di 
Kampung KB 
7) Melakukan monotoring dan evaluasi terhadap berbagai program 
yang telah dilaksanakan di  Kampung KB melalui kegiatan:  
a) Pertemuan Pokja setiap bulan. 
b) Pertemuan Lokmin setiap bulan. 
c) Pertemuan Forum setiap bulan. 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 
Meningkatkan Pencapaian Program Metode Kontrasepsi pada Kampung Keluarga 
Berencana Kota Pekanbaru khusus nya di Kampung KB Berkah Bersama 
Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yaitu sebagai 
pembina, dan untuk meningkatkan pencapaian program metode kontrasepsi ini 
merupakan tugas mereka. Pembinaan yang dilakukan yaitu memberikan 
pengetahuan tentang alat kontrasepsi dan pentingnya ber KB kepada para kader 
POKJA yang bertugas di Kampung KB Berkah Bersama. Selanjutnya seluruh 
kegiatan penyuluhan untuk menyampaikan pentingnya ber KB dan memberikan 
pengetahuan tentang alat kontrasepsi itu diserahkan kepada Kampung KB. 
Kegiatan ini dilakukan melalui wadah POKTAN (Kelompok Kegiatan) yaitu 
BKB, BKR, BKL dan UPPKS. Dan juga dalam kegiatan sosial seperti PKK, 
Wanita Tani, dan Majelis ta’lim. 
 Semua usaha yang telah dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan 
keluarga Berencana dan Kampung KB Berkah Bersama Kelurahan Air Dingin 
Kecamatan Bukit Raya ini telah berhasil meningkatkan pencapaian program 







1. Selalu melakukan komunikasi dan penguatan wawasan terhadap para 
kader yang ada di Kampung KB dan juga masyarakat tentang program KB 
khususnya pemakaian alat kontrasepsi.  
2. Lebih diperbanyak lagi bentuk kerjasama kepada instansi/lembaga agar 
dapat membantu memaksimalkan jalannya Program KB khususnya 
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